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Abstract  

This study analyzes the public administration transformation process at Tolitoli Madako University 

within the framework of institutional theory, specifically the concept of isomorphism (coercive, 

mimetic, normative). Using a descriptive qualitative approach that incorporates participant 

observation, in-depth interviews, and documentary studies, the study examines how regulatory 

pressures, imitation of institutional practices, and professional demands shape academic 

administrative policies and practices amid digital disruption. The results indicate the dominance of 

coercive isomorphism, which drives the adoption of SOPs and formal digital systems, accompanied 

by mimetic isomorphism that results in the partial adoption of modern practices, and normative 

isomorphism that is just beginning to form but is not yet supported by a strong human resource 

capacity and evaluation mechanisms. The findings reveal a gap between formal digital design and 

daily operational practices, such as reliance on physical documents, manual flows, and limited 

digital literacy/infrastructure, resulting in transformation tending to be procedural or symbolic. 

Recommended strategies include simplifying and integrating SOPs into centralized digital systems, 

strengthening human resource training and performance indicators, and a selective and contextual 

mimetic adaptation approach to ensure substantive and sustainable change. 
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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis proses transformasi pelayanan administrasi akademik di Universitas 

Madako Tolitoli dalam kerangka teori institusional, khususnya konsep isomorfisme (koersif, mimetik, 

normatif). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan observasi partisipatif, wawancara 

mendalam, dan studi dokumentasi, studi menelaah bagaimana tekanan regulatif, peniruan praktik 

kelembagaan, dan tuntutan profesional membentuk kebijakan serta praktik administrasi akademik di 

tengah disrupsi digital. Hasil menunjukkan dominasi isomorfisme koersif yang mendorong adopsi SOP 

dan sistem digital formal, disertai isomorfisme mimetik yang menghasilkan adopsi parsial praktik 

modern, serta isomorfisme normatif yang baru mulai terbentuk namun belum didukung kapasitas SDM 

dan mekanisme evaluasi yang kuat. Temuan mengungkapkan adanya kesenjangan antara desain formal 

digital dan praktik operasional sehari-hari, misalnya ketergantungan pada dokumen fisik, alur manual, 

dan keterbatasan literasi/infrastruktur digital, sehingga transformasi cenderung bersifat prosedural atau 

simbolik. Rekomendasi strategi meliputi penyederhanaan dan integrasi SOP ke sistem digital terpusat, 
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penguatan pelatihan SDM dan indikator kinerja, serta pendekatan adaptasi mimetik yang selektif dan 

kontekstual guna memastikan perubahan yang substantif dan berkelanjutan.  

Kata kunci: Administrasi Akademik, Disrupsi Digital, Isomorfisme, Transformasi Digital, Universitas 

Madako Tolitoli. 

Pendahuluan 

Transformasi digital telah menjadi megatren global yang mereformasi cara kerja pemerintahan 

dan pelayanan publik, sekaligus menuntut birokrasi agar lebih agile, adaptif, dan mampu mengambil 

keputusan berbasis bukti (Baharuddin Kasim et al., 2025; Mergel et al., 2019). Perkembangan teknologi 

informasi, termasuk komputasi awan, analitik data besar, dan kecerdasan buatan, tidak hanya mengubah 

proses menjadi otomatis, tetapi juga mengubah mekanisme pengambilan keputusan publik dari prosedur 

berbasis pengalaman menuju model yang memanfaatkan data terintegrasi untuk perencanaan, 

pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Peralihan ini menempatkan tuntutan baru pada tata kelola 

organisasi publik, yakni penguatan digital governance, interoperabilitas data antar-sistem, dan 

kapasitas kolaborasi multi-aktor agar layanan publik dapat responsif, akuntabel, dan inklusif. 

Di tingkat nasional, capaian digitalisasi pemerintahan menunjukkan kemajuan yang nyata 

sekaligus menampakkan kesenjangan implementasi. United Nations (2024) melaporkan bahwa 

Indonesia menempati peringkat ke-64 dalam Indeks Pengembangan Pemerintahan Elektronik (EGDI) 

dengan nilai 0,7991, yang mengindikasikan negara telah mencapai perkembangan tinggi dalam 

beberapa dimensi pemerintahan digital (United Nations, 2024). Inisiatif kebijakan nasional seperti 

penguatan interoperabilitas data melalui Satu Data Indonesia dan pengembangan kanal pengaduan 

publik terpusat seperti SP4N-LAPOR! memperlihatkan upaya sistemik untuk meningkatkan 

transparansi, partisipasi elektronik, dan keterpaduan layanan publik (Presiden RI, 2019; Sarjito, 2025). 

Namun, kemajuan ini sering kali tidak seragam karena fragmentasi sistem informasi antar-institusi, 

persoalan privasi dan keamanan data, serta keterbatasan kapasitas aparatur masih menjadi hambatan 

yang signifikan dalam mewujudkan ekosistem administrasi publik yang efektif dan adil. 

Dalam perspektif tata kelola digital, transformasi digital tidak dapat dipahami sekadar sebagai 

adopsi teknologi baru. Digital governance menuntut pembangunan kapasitas sumber daya manusia, 

perbaikan regulasi tata kelola data, serta penguatan jejaring kelembagaan yang mampu 

mengoperasionalkan teknologi secara berkelanjutan. Keberhasilan transformasi digital pemerintahan 

sangat bergantung pada kepemimpinan yang efektif (B & Djabbari, 2024).  

Transformasi digital dalam konteks instansi pemerintah tetap relevan dianalisis pada perguruan 

tinggi, karena perguruan tinggi juga merupakan organisasi publik yang menyelenggarakan layanan 

administrasi pendidikan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa. Urgensinya terletak pada kenyataan 

bahwa sistem administrasi akademik tidak hanya mengatur urusan internal kampus, tetapi juga secara 

langsung memengaruhi akses layanan, keberlangsungan studi, retensi mahasiswa, dan mutu pelayanan 

pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik. Berbeda dari instansi pemerintah pada umumnya, 

digitalisasi di perguruan tinggi menghadapi tantangan yang lebih spesifik karena berkaitan erat dengan 

integrasi layanan akademik, kapasitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur digital, serta kondisi 

sosial-ekonomi pengguna layanan. Dalam konteks perguruan tinggi di wilayah berkembang dan relatif 

terpencil, seperti Universitas Madako Tolitoli, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena 

transformasi digital masih berhadapan dengan ketergantungan pada dokumen fisik, keterbatasan 

infrastruktur, dan kesenjangan akses teknologi yang secara nyata memengaruhi efektivitas pelayanan 

akademik. 

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, pelayanan publik menjadi salah satu indikator 

keberhasilan implementasi otonomi daerah (Almahdali & Sakir, 2024). Kajian global mengenai 

transformasi digital administrasi universitas menunjukkan bahwa isu ini semakin dipahami sebagai 

persoalan tata kelola organisasi, kesiapan institusional, dan kesenjangan kapasitas, bukan sekadar 

persoalan adopsi teknologi. Tinjauan sistematis terhadap literatur administrasi universitas berbasis 

teknologi digital mengidentifikasi berbagai tantangan berulang, seperti ketimpangan infrastruktur 

digital dan keterbatasan kesiapan institusional, sekaligus menunjukkan bahwa banyak penelitian masih 

bersifat terfragmentasi dengan menelaah komponen teknologi tertentu tanpa integrasi analitis yang 

komprehensif (Souli & Pierrakeas, 2025). Pada sisi pengguna layanan, dimensi sosial-ekonomi 

mahasiswa juga menjadi faktor penting karena fenomena digital divide dalam pendidikan tinggi di 
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Indonesia berkaitan erat dengan akses terhadap perangkat digital, konektivitas internet, serta 

kompetensi literasi digital. Data nasional menunjukkan bahwa meskipun akses internet masyarakat 

terus meningkat, misalnya mencapai 72,78% pada tahun 2024, kepemilikan perangkat komputer rumah 

tangga masih relatif rendah, yaitu 18,52% pada tahun yang sama (Badan Pusat Statistik RI, 2025). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan digital tidak selalu merata dan dapat 

memengaruhi keberlanjutan partisipasi mahasiswa dalam layanan pendidikan berbasis digital. 

Selain itu, literatur kebijakan digital juga menekankan pentingnya kapasitas sumber daya 

manusia dalam implementasi transformasi digital. Pergeseran menuju model digital government 

membutuhkan investasi yang signifikan dalam pengembangan keterampilan digital aparatur dan 

penguatan kompetensi organisasi, karena keterbatasan kapasitas SDM sering menjadi bottleneck dalam 

implementasi kebijakan digital (Burtscher & Welby, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan 

analisis pada ekosistem administrasi di Universitas Madako Tolitoli untuk memahami bagaimana tren 

nasional digitalisasi tersebut berinteraksi dengan kendala lokal serta bagaimana rekomendasi strategis 

transformasi yang kontekstual dapat dirumuskan. 

Pemilihan Universitas Madako Tolitoli sebagai unit studi didasarkan pada pertimbangan bahwa 

institusi ini merepresentasikan dinamika administratif perguruan tinggi di wilayah yang menghadapi 

keterbatasan geografis, infrastruktur, dan akses digital. Sebagai penyelenggara layanan akademik, 

universitas berperan sebagai simpul penting dalam pengelolaan data mahasiswa, proses registrasi 

akademik, layanan administrasi pendidikan, dokumentasi bimbingan akademik, serta koordinasi kerja 

sama eksternal. Seluruh aspek tersebut sangat sensitif terhadap keberhasilan atau kegagalan proses 

transformasi digital. Fokus pada satu universitas daerah memungkinkan penelitian ini menelusuri 

hubungan antara kebijakan formal dan praktik operasional, misalnya antara SOP layanan akademik dan 

platform digital yang tersedia dengan praktik administratif yang masih bergantung pada dokumen fisik 

dan alur manual, serta dampaknya terhadap output pendidikan seperti retensi mahasiswa, lama tempuh 

studi, dan kualitas layanan bimbingan akademik. 

Lebih jauh, analisis kontekstual ini juga memungkinkan identifikasi berbagai kendala internal 

organisasi, termasuk keterbatasan kapasitas SDM, khususnya staf BAAK dan tenaga teknologi 

informasi, kelemahan tata kelola kerja sama institusional yang sering berhenti pada tahap 

penandatanganan MoU tanpa implementasi program, serta implikasi sosial-ekonomi lokal yang 

memengaruhi keberlanjutan studi mahasiswa. Kondisi sosial-ekonomi mahasiswa, seperti 

ketergantungan pada bantuan finansial dan hambatan akses internet bagi mahasiswa dari daerah 

terpencil, berpotensi memengaruhi tingkat retensi dan keberhasilan studi. 

Secara konseptual, digital governance menekankan bahwa tata kelola data dan interoperabilitas 

merupakan prasyarat utama agar teknologi dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan 

kepercayaan publik. Tanpa interoperabilitas yang memadai, data cenderung terfragmentasi dalam silo 

institusional sehingga potensi pemanfaatan big data untuk menghasilkan nilai publik tidak dapat 

terwujud secara optimal (Hanisch et al., 2023; Huber, 2025). Selain itu, penggunaan algoritma dan 

kecerdasan buatan dalam administrasi publik juga memerlukan mekanisme tata kelola yang memadai 

untuk mencegah automation bias, pelanggaran privasi, dan risiko bias algoritmik, sehingga pengawasan 

manusia, audit algoritmik, dan kebijakan mitigasi bias harus menjadi bagian integral dari strategi 

transformasi digital (Ruschemeier & Hondrich, 2024).  

Dari perspektif teori institusional, proses transformasi digital sering dipengaruhi oleh tekanan 

isomorfik yang mendorong organisasi mengadopsi praktik atau sistem tertentu demi memperoleh 

legitimasi, meskipun adopsi tersebut tidak selalu diikuti oleh perubahan praktik operasional yang nyata. 

Fenomena ini dapat menghasilkan isomorfisme akibat tekanan lingkungan yang menuntut kesesuaian 

dengan norma, aturan, dan praktik yang dianggap sah, sehingga implementasi sistem digital tanpa 

peningkatan kapasitas SDM dan restrukturisasi proses kerja berpotensi tidak menghasilkan perubahan 

substantif (Mettler et al., 2024). Dalam kerangka institusional, institusi dipahami sebagai konfigurasi 

elemen regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang bersama-sama membentuk stabilitas dan makna 

dalam kehidupan organisasi, serta menentukan praktik yang dianggap sah atau legitim dalam konteks 

tertentu. 

Literatur mengenai literasi digital dan manajemen perubahan organisasi juga menegaskan 

bahwa keberhasilan transformasi digital ditentukan oleh kapasitas aparatur, tingkat kepercayaan 

pengguna, serta kemampuan organisasi dalam merancang ulang proses kerja. Oleh karena itu, berbagai 

studi transformasi administrasi di perguruan tinggi merekomendasikan pendekatan holistik yang tidak 
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hanya menitikberatkan pada teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi 

mahasiswa sebagai pengguna layanan Pendidikan (Carmo et al., 2025; Isabella et al., 2025; Plekhanov 

et al., 2023; Russell et al., 2025). Pendekatan semacam ini menjadi sangat relevan bagi transformasi 

administrasi di Universitas Madako Tolitoli, yang perlu mengintegrasikan penguatan tata kelola data, 

peningkatan kapasitas staf, serta kebijakan inklusi digital bagi mahasiswa dari wilayah terpencil. 

Berdasarkan hasil observasi awal di Universitas Madako Tolitoli, penelitian ini 

mengidentifikasi sejumlah permasalahan utama dalam pengelolaan administrasi akademik. Pertama, 

ketergantungan masih pada proses berbasis kertas, meskipun SOP layanan akademik telah tersedia dan 

pelayanan sudah berbasis digital, praktik administrasi tetap bergantung pada dokumen fisik dan alur 

kerja manual. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama staf BAAK, masih terlihat 

dalam hal kompetensi sehingga pengelolaan administrasi akademik belum berjalan optimal. Ketiga, 

kerentanan finansial mahasiswa dan risiko retensi menjadi persoalan penting karena sebagian besar 

mahasiswa bergantung pada beasiswa dan berasal dari keluarga berpenghasilan rendah; tanpa dukungan 

finansial, sebagian mahasiswa tidak melanjutkan studi setelah semester pertama sehingga berdampak 

pada rendahnya retensi dan lama studi yang melebihi empat tahun. Keempat, kesenjangan akses digital 

dan hambatan geografis menyebabkan sebagian pendaftar berasal dari wilayah dengan akses internet 

dan literasi digital terbatas, sehingga sistem pendaftaran online belum sepenuhnya dapat diakses secara 

optimal tanpa pendampingan. Kelima, kelemahan tata kelola kerja sama institusional masih tampak 

karena sebagian kerja sama berhenti pada MoU tanpa tindak lanjut program yang jelas, sehingga 

implementasi kerja sama masih terbatas pada tingkat formal. Keenam, keterbatasan dokumentasi 

bimbingan akademik menyebabkan pelaksanaan bimbingan sering kali hanya bersifat administratif 

tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga sulit dilakukan evaluasi terhadap kualitas layanan 

bimbingan. 

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Universitas 

Madako Tolitoli terkait isomorfisme dan merumuskan rekomendasi strategis transformasi ekosistem 

administrasi publik di era disrupsi digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

rekomendasi praktis dan kebijakan operasional bagi pengelola perguruan tinggi swasta di wilayah timur 

Indonesia, khususnya di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. 

Berbagai kajian transformasi digital di perguruan tinggi selama ini cenderung menitikberatkan 

pada aspek adopsi teknologi atau studi kasus universitas besar di wilayah perkotaan, sehingga belum 

banyak mengembangkan kerangka analisis yang komprehensif untuk konteks perguruan tinggi di 

wilayah berkembang. Nazyrova et al. (2025) mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian mengenai 

transformasi digital dalam konteks ekonomi berkembang pada era pasca-AI (Nazyrova et al., 2025), 

sementara Carmo et al. (2025) menunjukkan bahwa literatur yang ada sering kali menitikberatkan pada 

aplikasi teknologi tertentu tanpa memahami implikasi manajerial dan institusional secara menyeluruh 

(Carmo et al., 2025). Dalam konteks Indonesia timur, penelitian empiris mengenai transformasi 

administrasi di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, masih relatif terbatas, khususnya pada 

institusi yang berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses digital. Oleh karena itu, 

penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif teori 

institusional, khususnya konsep isomorfisme yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983), ke 

dalam analisis praktis mengenai administrasi akademik, retensi mahasiswa, tata kelola kerja sama 

institusional, dan dokumentasi bimbingan akademik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan 

mampu menjembatani kesenjangan antara struktur formal dan praktik operasional organisasi serta 

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan dapat ditindaklanjuti. 

Metode 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis transformasi 

administrasi akademik di Universitas Madako Tolitoli dalam konteks disrupsi digital. Pendekatan ini 

dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, proses, dan dinamika layanan akademik 

secara holistik melalui data deskriptif-naratif berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

(Latippan Parmanto, A. Rahmadanik, 2022; Waruwu, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap SOP, 

peraturan, arsip administrasi akademik, serta dokumen institusional lain yang relevan. Informan dipilih 

secara purposive berdasarkan peran, pengetahuan, dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan 

administrasi akademik dan implementasi sistem digital. Wawancara dilakukan secara langsung dan 
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informal agar informan lebih nyaman dalam menyampaikan informasi, namun tetap mengacu pada 

pedoman wawancara; selama proses ini peneliti menggunakan catatan lapangan dan alat perekam, lalu 

mentranskripsikan hasil wawancara untuk dianalisis. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan 

model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara 

berulang, dengan membandingkan temuan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk 

memperoleh interpretasi yang konsisten dan mendalam (Miles et al., 2013) 

 

Hasil 

Berdasarkan data lapangan, pengelolaan administrasi akademik di Universitas Madako Tolitoli 

menunjukkan bahwa proses transformasi digital belum sepenuhnya terlembaga dalam praktik 

operasional sehari-hari. Hal ini tampak dari masih bercampurnya penggunaan sistem digital dengan 

prosedur manual, keterbatasan kapasitas pelaksana administrasi, belum optimalnya dukungan terhadap 

mahasiswa dengan hambatan ekonomi dan akses, lemahnya keberlanjutan implementasi kerja sama 

institusional, serta belum tertatanya dokumentasi bimbingan akademik secara memadai. Temuan 

tersebut mengindikasikan adanya jarak antara pengaturan formal yang telah disusun institusi dan 

pelaksanaannya dalam praktik, sebagaimana terlihat dari hasil observasi, wawancara dengan informan 

terkait, serta penelaahan terhadap SOP, arsip administrasi, dan dokumen pendukung lainnya. 

Dalam bentuk isomorfisme koersif, temuan paling kuat terlihat pada besarnya pengaruh aturan 

formal, prosedur birokratis, dan tuntutan tata kelola yang mengikat perilaku organisasi. Universitas 

Madako Tolitoli telah memiliki SOP yang mengatur secara rinci tahapan penerimaan mahasiswa baru, 

pelaksanaan perkuliahan, penyusunan dan penandatanganan kerja sama, hingga mekanisme penasehat 

akademik. Keharusan menyusun RPS yang mutakhir pada setiap awal semester, kewajiban dosen 

penasehat akademik memvalidasi KRS dalam batas waktu tertentu melalui sistem, kebutuhan 

dokumentasi administrasi perkuliahan, serta dampak keterlambatan administrasi terhadap pelaporan 

akademik menunjukkan bahwa tata kelola kampus dibentuk oleh tekanan regulatif dan kebijakan 

otoritatif yang harus dipatuhi. Bahkan dalam konteks penerimaan mahasiswa baru, tertibnya mekanisme 

promosi, pendaftaran, tes, dan pengumuman sudah dirumuskan secara prosedural, sehingga struktur 

administrasi kampus bergerak mengikuti logika kepatuhan formal. Dengan demikian, universitas 

terdorong untuk membangun bentuk organisasi yang sesuai dengan harapan eksternal mengenai 

bagaimana perguruan tinggi seharusnya dikelola. 

Akan tetapi, temuan juga memperlihatkan bahwa isomorfisme koersif di Universitas Madako 

Tolitoli belum sepenuhnya menghasilkan kapasitas implementasi yang kuat. Tekanan untuk mengikuti 

aturan dan prosedur formal memang tinggi, tetapi pelaksanaannya masih berhadapan dengan berbagai 

keterbatasan, seperti ketergantungan pada dokumen fisik, alur kerja manual, beban administratif 

BAAK, dan lambannya tindak lanjut kerja sama pasca-penandatanganan MoU. Dalam penerimaan 

mahasiswa baru, meskipun pendaftaran online sudah tersedia, SOP masih mengharuskan penyerahan 

dan verifikasi berkas cetak di loket. Dalam pelaksanaan perkuliahan, pengelolaan RPS, daftar hadir, 

dan pengumpulan arsip masih mengandalkan dokumen fisik. Dalam kerja sama, SOP lebih menekankan 

tahapan persetujuan dan penandatanganan, tetapi belum kuat dalam memastikan pelaporan, evaluasi, 

dan pembagian peran pasca-kerja sama. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan koersif telah 

membentuk kerangka organisasi, tetapi kekuatan institusional tersebut belum sepenuhnya diimbangi 

oleh kapasitas operasional yang memadai. 

Sementara itu, isomorfisme mimetik tampak pada kecenderungan Universitas Madako Tolitoli 

mengadopsi praktik administrasi yang identik dengan model pengelolaan perguruan tinggi modern, 

khususnya dalam konteks disrupsi digital. Ketika menghadapi ketidakpastian kelembagaan, 

keterbatasan sumber daya, dan tuntutan modernisasi layanan, universitas mulai menyesuaikan diri 

dengan pola-pola yang sudah lebih dahulu diterapkan oleh organisasi lain yang dipandang lebih 

berhasil. Hal ini terlihat dari penggunaan pendaftaran online, pemanfaatan laman SIAKAD untuk 

validasi KRS, keharusan penyusunan RPS yang up to date, penggunaan mekanisme layanan berbasis 

digital, serta pembentukan kerja sama antarlembaga melalui skema formal MoU. Seluruh praktik 

tersebut menunjukkan adanya orientasi untuk mengikuti model tata kelola yang lazim dan dianggap sah 

di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan kata lain, kampus tidak hanya merespon tuntutan internal, 

tetapi juga berupaya menampilkan diri sebagai institusi yang selaras dengan arah transformasi 

administrasi publik dan digitalisasi pelayanan akademik. 

 Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa isomorfisme mimetik di universitas ini masih 
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berlangsung secara parsial. Adopsi terhadap praktik modern belum sepenuhnya ditopang oleh kesiapan 

infrastruktur, literasi digital pengguna, dan kemampuan teknis pelaksana di lapangan. Hasil observasi 

awal menegaskan adanya kesenjangan akses digital dan hambatan geografis, terutama bagi pendaftar 

dari wilayah dengan keterbatasan internet dan literasi digital. Pada saat yang sama, sistem yang tampak 

modern di permukaan masih disertai praktik administratif konvensional, seperti pencetakan KRS, 

pengumpulan daftar hadir fisik, dan ketergantungan pada bukti administrasi manual. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa universitas memang meniru format kelembagaan yang dianggap maju, tetapi 

peniruan itu belum selalu diikuti perubahan menyeluruh pada cara kerja sehari-hari. Karena itu, 

isomorfisme mimetik yang terjadi lebih mencerminkan upaya penyesuaian simbolik dan struktural awal 

menuju modernisasi daripada transformasi yang telah tuntas dan stabil. 

 Adapun isomorfisme normatif dalam temuan penelitian ini terlihat pada dorongan untuk 

membangun profesionalisme, standar kompetensi, dan tata kerja yang sesuai dengan nilai-nilai profesi 

akademik. Dalam SOP pelaksanaan perkuliahan, dosen diwajibkan menyusun RPS yang mutakhir, 

melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai standar akademik, dan mengikuti tata tertib perkuliahan. 

Dalam SOP penasehat akademik, dosen PA diharapkan menjalankan fungsi pembimbingan secara 

sistematis, membantu mahasiswa merencanakan studi, memvalidasi KRS tepat waktu, serta 

memberikan konsultasi yang berkelanjutan. Tujuan pembimbingan akademik bahkan secara eksplisit 

dikaitkan dengan standar mutu, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas. Pada ranah ini tampak bahwa 

universitas berupaya membangun keseragaman perilaku organisasi melalui norma profesional, 

pendidikan, dan standar layanan yang lazim dalam komunitas perguruan tinggi. Dengan demikian, 

bentuk normatif dari isomorfisme hadir melalui ekspektasi bahwa dosen, tenaga administrasi, dan unit 

akademik bekerja menurut standar profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 Meskipun demikian, hasil temuan menunjukkan isomorfisme normatif merupakan dimensi 

yang paling belum kokoh. Kelemahan utama terletak pada keterbatasan kapasitas SDM, belum 

memadainya pelatihan, lemahnya dokumentasi, dan belum kuatnya budaya evaluasi mutu. Pada 

penerimaan mahasiswa baru, SOP mengasumsikan petugas yang kompeten, tetapi tidak mengatur 

jadwal pelatihan, panduan cepat, atau prosedur penanganan lonjakan pendaftar. Dalam pembimbingan 

akademik, dosen PA masih kerap diposisikan hanya sebagai pihak yang menandatangani administrasi 

KRS, sementara pelatihan pedagogis dan konseling dinyatakan belum memadai. Dokumentasi 

bimbingan juga belum terdokumentasi secara formal, sehingga sulit dievaluasi kualitasnya. Selain itu, 

belum adanya indikator kinerja yang sederhana namun terukur bagi PA menunjukkan bahwa norma 

profesional belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme pembinaan dan pengawasan yang 

efektif. Temuan observasi awal yang menyoroti keterbatasan kompetensi staf BAAK makin 

menegaskan bahwa universitas telah memiliki arah normatif yang jelas, tetapi proses internalisasi 

profesionalismenya masih lemah. 

 Jika disintesiskan, ketiga bentuk isomorfisme tersebut memperlihatkan bahwa Universitas 

Madako Tolitoli sedang bergerak menuju keserupaan kelembagaan dengan perguruan tinggi lain yang 

lebih mapan, terutama dalam penguatan tata kelola administrasi publik di era disrupsi digital. 

Isomorfisme koersif tampak paling dominan karena organisasi relatif kuat didorong oleh aturan, 

prosedur, dan kewajiban formal. Isomorfisme mimetik mulai menguat melalui adopsi layanan digital, 

SOP modern, dan skema kerja sama kelembagaan, meskipun implementasinya belum konsisten. 

Sementara itu, isomorfisme normatif sudah mulai terlihat dalam tuntutan profesionalisme dan standar 

mutu, tetapi masih terhambat oleh lemahnya pelatihan, kompetensi, dan evaluasi kinerja. Oleh sebab 

itu, temuan ini menunjukkan bahwa transformasi administrasi akademik di Universitas Madako Tolitoli 

bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, melainkan proses institusional yang memperlihatkan 

bagaimana kampus berupaya meraih legitimasi melalui kepatuhan, peniruan, dan profesionalisasi, 

walaupun hasilnya belum sepenuhnya terlembaga secara mendalam dalam praktik sehari-hari. 
 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini dianalisis dengan perspektif teori institusional DiMaggio dan Powell 

(1983), yang memandang organisasi tidak hanya bertindak berdasarkan efisiensi teknis, tetapi juga 

menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan untuk memperoleh legitimasi (DiMaggio & Powell, 

1983). Dalam kerangka ini, transformasi administrasi publik di Universitas Madako Tolitoli dipahami 

melalui konsep isomorfisme, yaitu kecenderungan institusi mengadopsi pola, kebijakan, dan sistem 
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yang dianggap sah melalui tekanan koersif, mimetik, dan normatif. Dalam konteks disrupsi digital, 

konsep ini relevan untuk menjelaskan bagaimana universitas menyesuaikan tata kelola dan layanan 

administrasinya dengan tuntutan digitalisasi, kebijakan pemerintah, dan standar perguruan tinggi 

modern. Dengan demikian, transformasi administrasi di universitas ini tidak hanya dipahami sebagai 

upaya meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai respons kelembagaan untuk memperoleh legitimasi 

serta menilai apakah perubahan yang terjadi bersifat substantif atau masih cenderung simbolik. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa isomorfisme institusional di Universitas 

Madako Tolitoli berlangsung melalui proses penyesuaian organisasi terhadap tuntutan formal, praktik 

kelembagaan yang dianggap berhasil, dan standar profesional yang hidup dalam lingkungan pendidikan 

tinggi. Dalam perspektif DiMaggio dan Powell, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan administrasi 

akademik di universitas tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan efisiensi internal, melainkan juga 

oleh dorongan untuk memperoleh legitimasi kelembagaan. Hal tersebut tampak dari keberadaan 

berbagai SOP formal pada bidang penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan, kerja sama, 

dan pembimbingan akademik, serta adanya upaya mengintegrasikan layanan digital seperti pendaftaran 

daring dan validasi KRS melalui SIAKAD. Namun, terlihat bahwa proses penyesuaian tersebut belum 

sepenuhnya terinternalisasi secara merata pada level praktik, sehingga isomorfisme yang terjadi 

cenderung bersifat bertahap, tidak seragam, dan dalam beberapa aspek masih berhenti pada tataran 

prosedural. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi administrasi di Universitas Madako 

Tolitoli lebih kuat didorong oleh kebutuhan memperoleh legitimasi kelembagaan daripada semata-mata 

oleh pertimbangan efisiensi teknis. Dalam perspektif teori institusional, organisasi cenderung 

mengadopsi struktur, prosedur, dan praktik yang dipandang sah oleh lingkungan kelembagaannya, 

meskipun belum tentu merupakan pilihan yang paling efisien secara operasional. Hal ini sejalan dengan 

pandangan DiMaggio dan Powell (1983) yang menegaskan bahwa perubahan organisasi sering kali 

digerakkan oleh pencarian legitimasi, bukan sekadar rasionalitas teknis, dan juga diperkuat oleh 

Saripudin (2025) yang menunjukkan bahwa kepatuhan normatif kerap lebih menonjol daripada efisiensi 

murni dalam praktik kelembagaan (DiMaggio & Powell, 1983; Saripudin, 2025). Kondisi tersebut 

tampak dari penyusunan berbagai SOP yang rinci pada bidang penerimaan mahasiswa baru, 

pelaksanaan perkuliahan, kerja sama, dan penasehat akademik, yang menunjukkan upaya universitas 

membangun bentuk organisasi yang sesuai dengan standar tata kelola perguruan tinggi. Temuan ini 

sejalan dengan Musytari (2025) yang menunjukkan bahwa organisasi publik di Indonesia kerap 

mengadopsi praktik baru untuk memperoleh legitimasi di mata publik, serta Yuliartini dan Pramita 

(2022) yang menegaskan bahwa penerapan sistem digital sering dilakukan untuk memenuhi ekspektasi 

eksternal demi menjaga keberlangsungan organisasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, Helistiawan dan 

Sartika (2025) juga menekankan bahwa reputasi perguruan tinggi pada era digital sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi informasi (Helistiawan & Sartika, 2025; Saripudin, 

2025). Dengan demikian, perubahan prosedural di Universitas Madako Tolitoli lebih tepat dipahami 

sebagai respons terhadap tuntutan formal lingkungan kelembagaan daripada sebagai hasil dari desain 

efisiensi teknis yang telah sepenuhnya matang. 

Di antara tiga bentuk isomorfisme institusional, isomorfisme koersif tampak paling dominan 

dalam temuan penelitian ini. Dominasi tersebut terlihat dari kuatnya pengaruh regulasi, kebijakan 

formal, dan tuntutan tata kelola yang membentuk perilaku organisasi, seperti kewajiban penyusunan 

RPS yang mutakhir setiap semester, validasi KRS melalui SIAKAD, keharusan dokumentasi akademik, 

serta prosedur resmi penandatanganan kerja sama melalui MoU. Temuan ini sejalan dengan Sudirga 

dan Nahartyo (2024), yang menjelaskan bahwa isomorfisme koersif muncul ketika organisasi 

menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah dan ketentuan formal yang berlaku. Dalam konteks 

digitalisasi sektor publik, Helistiawan dan Sartika (2025) juga menunjukkan bahwa kebijakan nasional 

mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik telah menjadi tekanan eksternal yang mendorong 

institusi mengadopsi sistem elektronik (Helistiawan & Sartika, 2025; Sudirga & Nahartyo, 2024). 

Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa tekanan koersif tidak otomatis menghasilkan kapasitas 

implementasi yang kuat. Zulkarnain dan Ain (2025) menegaskan bahwa adopsi teknologi yang didorong 

oleh tekanan eksternal, tetapi tidak dibarengi kesiapan internal, sering menimbulkan kesenjangan antara 

desain sistem dan kebutuhan organisasi. Situasi tersebut tampak di Universitas Madako Tolitoli, ketika 

prosedur digital telah dibangun secara formal, tetapi pelaksanaannya masih bertumpu pada dokumen 

fisik, alur manual, dan tingginya beban administratif di tingkat BAAK (Zulkarnain & Ain, 2025). 
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Dengan demikian, tekanan koersif telah berhasil membentuk kerangka formal organisasi, tetapi belum 

sepenuhnya menghasilkan transformasi operasional yang mendalam. 

Selain tekanan koersif, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya isomorfisme mimetik, 

yaitu kecenderungan universitas meniru praktik pengelolaan perguruan tinggi lain yang dipandang lebih 

maju dan berhasil. Gejala ini terlihat dari penggunaan pendaftaran online, pemanfaatan SIAKAD untuk 

validasi KRS dan pelaporan perkembangan studi, pembaruan RPS secara berkala, pengembangan 

layanan akademik berbasis digital, serta penerapan skema kerja sama formal antarlembaga. Temuan ini 

menguatkan pandangan DiMaggio dan Powell (1983) bahwa transformasi organisasi sering bergerak 

melalui peniruan model yang telah memperoleh legitimasi luas, terutama ketika organisasi menghadapi 

ketidakpastian dan keterbatasan sumber daya (DiMaggio & Powell, 1983). Musytari (2025) juga 

menunjukkan bahwa adopsi aplikasi digital pada organisasi publik kerap meniru model lembaga lain 

yang dianggap berhasil, tetapi hasilnya dapat berhenti pada tingkat kosmetik apabila tidak diikuti 

perubahan budaya internal (Saripudin, 2025). Dalam kasus Universitas Madako Tolitoli, peniruan 

tersebut juga masih bersifat parsial. Pada satu sisi, sistem dan prosedur mulai menampilkan wajah 

modern; pada sisi lain, praktik birokrasi internal tetap banyak bergantung pada mekanisme administratif 

konvensional. Kondisi ini sejalan dengan Mansour dan Bouchachia (2026), yang menjelaskan bahwa 

reformasi digital dalam banyak organisasi berkembang cenderung bersifat simbolik ketika tidak diiringi 

adaptasi lokal yang memadai (Mansour & Bouchachia, 2026). Oleh sebab itu, modernisasi yang 

berlangsung di universitas ini lebih tepat disebut sebagai modernisasi prosedural, yakni adopsi struktur 

digital yang belum sepenuhnya mengubah logika kerja birokrasi sehari-hari. 

Adapun isomorfisme normatif mulai tampak melalui tuntutan profesionalisme, standar 

akademik, dan ekspektasi mutu layanan, tetapi dimensinya belum terkonsolidasi secara kuat. Hal ini 

terlihat dari kewajiban dosen menyusun RPS yang mutakhir, peran dosen penasehat akademik yang 

diharapkan berjalan sistematis, serta dorongan menuju layanan administrasi yang profesional dan 

akuntabel. Dalam literatur, Paauwe dan Boselie (2003) menjelaskan bahwa tekanan normatif berkaitan 

dengan pengaruh profesionalisme, pendidikan, pelatihan, dan standar komunitas profesi yang 

membentuk perilaku organisasi, dan pandangan ini juga didukung oleh Sudirga dan Nahartyo (2024) 

dalam konteks kelembagaan sektor publik(Sudirga & Nahartyo, 2024). Namun, pada Universitas 

Madako Tolitoli, norma profesional yang telah dirumuskan dalam SOP belum sepenuhnya ditopang 

oleh pelatihan rutin, indikator kinerja yang jelas, dokumentasi yang akuntabel, serta penguatan 

kompetensi staf administrasi dan dosen penasehat akademik. Lu dan Wang (2023) menegaskan bahwa 

kesiapan individu dan dukungan organisasi merupakan syarat utama bagi keberhasilan transformasi 

digital (Lu & Wang, 2023). Dengan demikian, meskipun arah normatif telah terdefinisi secara formal, 

efektivitasnya masih sangat bergantung pada kapasitas internal organisasi. Temuan ini menunjukkan 

bahwa dibandingkan bentuk koersif dan mimetik, tekanan normatif di Universitas Madako Tolitoli 

masih berada pada tahap pembentukan dan belum menjadi penggerak utama perubahan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi tesis utama teori institusional bahwa 

tekanan eksternal mendorong organisasi membentuk struktur yang serupa dengan organisasi lain demi 

memperoleh legitimasi. Penjelasan ini telah ditegaskan oleh DiMaggio dan Powell (1983), lalu 

diperkuat oleh Meyer dan Rowan (1977), yang menyatakan bahwa struktur formal sering diadopsi 

secara seremonial untuk memenuhi harapan kelembagaan tanpa selalu diikuti perubahan mendalam 

dalam aktivitas teknis organisasi (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Dalam konteks 

Universitas Madako Tolitoli, kondisi tersebut tampak pada keberadaan SOP formal dan platform digital 

yang sudah tersedia, tetapi praktik operasional sehari-hari masih berjalan dengan logika administratif 

lama. Temuan ini sekaligus melengkapi literatur transformasi digital perguruan tinggi yang menekankan 

bahwa transformasi yang efektif harus dipahami sebagai perubahan organisasi yang terpadu, bukan 

sekadar adopsi aplikasi atau digitalisasi layanan tertentu. Fernández et al. (2023) menunjukkan bahwa 

tingkat kematangan digital perguruan tinggi sangat ditentukan oleh keluasan dan integrasi inisiatif 

transformasi yang dijalankan, sedangkan Mansour dan Bouchachia (2026) menegaskan bahwa 

reformasi digital tanpa penyesuaian lokal yang memadai cenderung berhenti pada level simbolik 

(Fernández et al., 2023; Mansour & Bouchachia, 2026).  

Tindak lanjut atas temuan penelitian ini perlu diarahkan pada penguatan tata kelola yang tidak 

berhenti pada kepatuhan formal, tetapi mampu menghasilkan perubahan operasional yang nyata. Dalam 

kerangka isomorfisme koersif, DiMaggio dan Powell (1983) menegaskan bahwa tekanan regulatif 

mendorong organisasi menyesuaikan struktur dan prosedurnya demi legitimasi (DiMaggio & Powell, 
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1983), sementara Meyer dan Rowan (1977) mengingatkan bahwa struktur formal mudah berhenti pada 

level seremonial apabila tidak dihubungkan dengan praktik teknis sehari-hari (Meyer & Rowan, 1977). 

Karena itu, revisi SOP di Universitas Madako Tolitoli sebaiknya tidak hanya menegaskan kewajiban 

administratif, tetapi juga memuat alur implementasi, indikator pemantauan, evaluasi berkala, serta 

mekanisme eskalasi masalah. Pada saat yang sama, seluruh alur layanan—mulai dari penerimaan 

mahasiswa baru, perkuliahan, arsip akademik, hingga pengelolaan kerja sama—perlu diintegrasikan ke 

dalam sistem digital terpusat agar duplikasi dokumen fisik berkurang, akurasi data meningkat, dan 

layanan menjadi lebih cepat. Rekomendasi ini selaras dengan temuan Bisri, Putri, dan Rosmansyah 

(2023), yang menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perguruan tinggi sangat bergantung 

pada konsistensi strategi dan keterpaduan implementasi, serta dengan Nasution dan Natas (2024), yang 

menegaskan bahwa arsip digital meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan data (Bisri et al., 

2023; Nasution & Natas, 2024). Dalam tataran operasional, pengembangan sistem administrasi 

akademik terintegrasi juga terbukti mempercepat proses layanan dan memperbaiki kualitas pengelolaan 

data (Slam et al., 2025). Selain itu, rantai persetujuan kerja sama perlu disederhanakan agar perhatian 

tidak berhenti pada penandatanganan MoU, melainkan berlanjut pada pelaksanaan program, pelaporan, 

dan evaluasi, sementara kebijakan operasional kampus juga perlu dibuat lebih realistis terhadap kondisi 

mahasiswa, terutama terkait pembayaran bertahap, fleksibilitas pemrograman KRS, dan konsekuensi 

administratif yang proporsional. 

Dari sisi isomorfisme mimetik, tindak lanjut yang lebih tepat bukanlah meniru seluruh praktik 

perguruan tinggi lain secara utuh, melainkan memilih model yang benar-benar relevan dengan 

kebutuhan inti universitas. DiMaggio dan Powell (1983) menjelaskan bahwa peniruan biasanya 

menguat ketika organisasi menghadapi ketidakpastian(DiMaggio & Powell, 1983); karena itu, 

Universitas Madako Tolitoli sebaiknya memusatkan adaptasi pada sistem yang langsung menyentuh 

fungsi utama, seperti PMB, KRS, arsip elektronik, monitoring kerja sama, dan log pembimbingan 

akademik. Pilihan ini penting agar digitalisasi tidak berhenti pada penggunaan platform secara simbolik, 

tetapi benar-benar mengubah proses kerja. Literatur transformasi digital perguruan tinggi menunjukkan 

bahwa digitalisasi yang efektif menuntut integrasi antara teknologi, strategi organisasi, dan kebutuhan 

pengguna, bukan sekadar penambahan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri (Bisri et al., 2023; Wang 

et al., 2023). Karena itu, penggunaan arsip elektronik, tanda tangan digital, dan dashboard monitoring 

layanan perlu diikuti dengan penyederhanaan alur kerja dan penghapusan tahapan manual yang tidak 

lagi relevan. Di sisi lain, transformasi ini juga harus disertai strategi pendampingan bagi mahasiswa dan 

tenaga kependidikan yang memiliki literasi digital rendah atau akses internet terbatas, sebab masa depan 

pendidikan tinggi digital sangat ditentukan oleh kemampuan institusi menyiapkan keterampilan digital 

pengguna secara merata (Akour & Alenezi, 2022). Dengan demikian, imitasi yang dipilih bukan sekadar 

menampilkan citra modern, melainkan menjadi sarana pembelajaran kelembagaan yang disesuaikan 

dengan kapasitas internal dan konteks lokal universitas. 

Sementara itu, tindak lanjut dari sisi isomorfisme normatif perlu difokuskan pada penguatan 

profesionalisme, kapasitas SDM, dan budaya mutu. Paauwe dan Boselie (2003) menunjukkan bahwa 

praktik organisasi sangat dipengaruhi oleh standar profesional dan konteks kelembagaan, sehingga 

perubahan yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi apabila norma formal diterjemahkan ke dalam 

kompetensi dan perilaku kerja (Paauwe & Boselie, 2003). Dalam konteks itu, Universitas Madako 

Tolitoli perlu menyusun program pelatihan berkala bagi staf BAAK, operator sistem, dan dosen 

penasehat akademik dalam bidang layanan akademik, penggunaan sistem digital, dokumentasi 

elektronik, konseling dasar, dan etika pelayanan. Penguatan kapasitas ini penting karena transformasi 

digital di perguruan tinggi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, bukan hanya pada 

ketersediaan platform teknologi (Akour & Alenezi, 2022). Agar pelatihan tidak berhenti sebagai agenda 

administratif, universitas juga perlu menetapkan indikator kinerja yang sederhana namun terukur, 

seperti ketepatan validasi KRS, frekuensi bimbingan akademik, kelengkapan log bimbingan, kecepatan 

pelayanan, dan tindak lanjut atas masalah mahasiswa. Dengan indikator semacam itu, standar 

profesional dapat dipantau secara lebih objektif dan menjadi dasar evaluasi berkelanjutan. Pada saat 

yang sama, budaya mutu perlu dibangun melalui pembelajaran organisasi, audit layanan, dan 

standardisasi dokumen digital agar seluruh aktivitas administratif dapat ditelusuri, diaudit, dan 

diperbaiki secara sistematis. Dengan kata lain, isomorfisme normatif baru akan berdampak substantif 

jika universitas tidak hanya memiliki aturan, tetapi juga mengembangkan kompetensi, ukuran kinerja, 

dan kebiasaan evaluasi yang konsisten. 
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Secara strategis, tindak lanjut tersebut dapat ditempatkan dalam tiga horizon perubahan. Dalam 

jangka pendek, universitas perlu memprioritaskan digitalisasi arsip, simplifikasi SOP, sosialisasi fungsi 

dosen penasehat akademik, reminder KRS, dan pendampingan awal bagi calon mahasiswa baru. Dalam 

jangka menengah, fokus dapat diarahkan pada integrasi sistem akademik, keuangan, dan layanan 

mahasiswa, penguatan pelatihan SDM, serta pembangunan dashboard untuk evaluasi kinerja layanan 

dan kerja sama. Adapun dalam jangka panjang, sasaran utamanya adalah membangun ekosistem 

administrasi publik kampus yang adaptif, inklusif, dan berbasis data, sehingga transformasi digital tidak 

berhenti pada legitimasi simbolik, tetapi menghasilkan perubahan substantif dalam efisiensi, 

akuntabilitas, dan mutu layanan. Arah ini selaras dengan kajian Bisri, Putri, dan Rosmansyah (2023), 

yang menekankan pentingnya kepemimpinan dan strategi yang konsisten dalam transformasi digital 

perguruan tinggi, serta dengan Fernández et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kematangan digital 

hanya dapat dicapai ketika inisiatif transformasi terintegrasi dengan proses, struktur organisasi, dan 

pengembangan sumber daya manusia (Bisri et al., 2023; Fernández et al., 2023). Dengan strategi 

bertahap seperti ini, Universitas Madako Tolitoli tidak hanya menyesuaikan diri terhadap tekanan 

kelembagaan, tetapi juga berpeluang membangun tata kelola administrasi yang lebih efektif dan 

berkelanjutan. 

Kesimpulan 

Transformasi administrasi publik di Universitas Madako Tolitoli dalam era disrupsi digital lebih 

banyak digerakkan oleh isomorfisme koersif, yaitu tekanan regulatif, prosedural, dan tuntutan tata 

kelola formal yang mendorong universitas membangun SOP, sistem digital, dan mekanisme 

administrasi yang tampak modern sebagai bentuk legitimasi kelembagaan. Namun, perubahan tersebut 

belum sepenuhnya bersifat substantif karena dalam praktiknya masih ditemukan ketergantungan pada 

dokumen fisik, alur kerja manual, beban administratif yang tinggi, serta keterbatasan kapasitas sumber 

daya manusia, infrastruktur digital, dan budaya evaluasi mutu. Isomorfisme mimetik juga terlihat 

melalui kecenderungan meniru praktik perguruan tinggi lain yang dianggap berhasil, tetapi adopsinya 

masih parsial dan lebih bersifat simbolik daripada transformasional. Sementara itu, isomorfisme 

normatif mulai tampak melalui dorongan profesionalisme dan standar akademik, tetapi belum 

terinternalisasi kuat karena minimnya pelatihan, dokumentasi, dan indikator kinerja yang terukur. 

Dengan demikian, transformasi administrasi di Universitas Madako Tolitoli masih memerlukan 

penguatan integrasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta penyederhanaan kebijakan agar 

perubahan yang terjadi benar-benar menghasilkan efisiensi, akuntabilitas, dan mutu layanan yang 

berkelanjutan. 
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